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ABSTRAK 

Fiqih Putri Purnama Wati 201910115102 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha 

Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009” Penyalahgunaan obat-obatan Narkotika menjadi 

permasalahan serius dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia 

telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

memberikan aturan dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan obat-obatan Narkotika, termasuk 

bagi pelaku usaha farmasi yang melakukan penyalahgunaannya. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha penyediaan obat-

obatan Narkotika dalam rangka menangani masalah penyalahgunaan obat-obatan Narkotika 

di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan 

mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, 

dan putusan pengadilan terkait kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan Narkotika. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha farmasi 

dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku usaha ini masih mengalami beberapa 

kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait bahaya 

penyalahgunaan obat-obatan Narkotika, serta masih adanya beberapa pelaku usaha yang 

melakukan tindakan melanggar aturan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Oleh karena 

itu, perlu adanya tindakan preventif dan pembinaan bagi pelaku usaha farmasi untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan Narkotika dan memperkuat penegakan 

hukum di Indonesia. 

 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Farmasi, Narkotika 
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ABSTRACT 

Fiqh Putri Purnama Wati 201910115102 "Law Enforcement Against Business Actors 

Misusing Pharmaceutical Services Against Narcotic Drugs Based on Law Number 35 of 

2009" The abuse of narcotic drugs is a serious problem in society. To overcome this problem, 

the Indonesian government has issued law number 35 of 2009 concerning narcotics which 

provides rules and sanctions for perpetrators of drug abuse, including for pharmaceutical 

businesses that misuse them. This study aims to analyze how law enforcement against 

business actors providing narcotic drugs in order to deal with the problem of drug abuse in 

Indonesia. The research method used is a normative juridical method by collecting data from 

various sources, such as laws, government regulations, and court decisions related to cases 

of drug abuse. The results of the study concluded that the provision of criminal sanctions 

against pharmaceutical business actors can be carried out as stipulated in law number 35 of 

2009 concerning narcotics. However, law enforcement against these business actors still 

experiences several obstacles, such as lack of public awareness and knowledge regarding the 

dangers of drug abuse, and there are still some business actors who violate the rules using 

certain methods. Therefore, preventive action and guidance are needed for pharmaceutical 

business actors to prevent the abuse of narcotic drugs and strengthen law enforcement in 

Indonesia. 

 

Keywords: Law Enforcement, Pharmaceutical, Narcotics. 
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“Kritikan orang yang membuatmu bangkit, jangan takut. Lawan 
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